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Abstrak 
Menurut Pasal 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan 
KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.Realitas yang ada, 
penerapan sistem pemidanaan di Indonesia, bahwa para penyidik 
dan penegak hukum lainnya  dalam penanganan kasus KDRT ini 
cenderung menggunakan KUHP dari pada menggunakan UU No. 
23 Tahun 2004, karena ancaman hukuman yang terdapat dalam 
KHUP lebih ringan,  dan bentuk pemidanaannya bersifat 
alternatif yakni hukuman penjara atau hukuman denda, sehingga 
tidak mampu membuat pelaku jera.  
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A. Pendahuluan 
Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga 
akan sangat tergantung pada setiap orang yang berada dalam 
lingkup rumah tangga, yaitu pasangan suami istri, anak dan 
orang-orang yang berada di dalam keluarga tersebut. Kerukunan 
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rumah tangga terutama akan muncul dan terlihat dari kadar 
kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam 
lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah 
tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak 
dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan 
dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak nyamanan dan 
ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah 
tangga tersebut.  
Kerukunan rumah tangga merupakan pencerminan dari 
adanya kondisi ketenteraman dalam takaran yang paling kecil, 
oleh karenanya harus senantiasa dijaga keberadaannya dan 
dicegah timbulnya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk 
mencegah dan melindungi korban, serta menindak pelaku 
kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib 
melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku 
sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini sebagaimana 
tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 
28G Ayat (1) yang menyebutkan bahwa :  
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di 
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” 1.  
 
Di sisi lain Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa : “Setiap orang 
berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan” 2. Dengan demikian maka setiap warga 
negara  berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala 
                                                 
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tanpa 
Tahun. (Solo : Bintang Pustaka Abadi). Pasal 28G Ayat (1). Hal. 25. 
2
  Ibid..., Pasal 28H Ayat (2). Hal. 26. 
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bentuk kekerasan, hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah 
tangga yang dialami oleh seorang istri, merupakan pelanggaran 
hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan 
serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan 
dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah para istri, harus 
mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar 
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, 
penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan 
martabat kemanusiaan.
3
 
Keutuhan dan kerukunan dalam rangka rumah tangga yang 
bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan bagi 
setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia 
adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, maka setiap orang 
(lingkup rumah tangga) dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya harus didasari oleh agama.  
Hukum  memandang bahwa segala bentuk kekerasan, 
terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh para 
istri, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan 
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.
4
 
Diskriminasi terhadap perempuan dapat diartikan sebagai setiap 
pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar 
jenis kelamin, yang bertujuan atau berpengaruh untuk 
menghalangi, meniadakan pengakuan terhadap dinikmatinya atau 
                                                 
3
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Konsideran. Hal. 1. 
4
 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.   
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dilaksanakannya hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi 
kaum perempuan
5
.  
Para istri yang sering menjadi korban kekerasan maupun 
tindak kejahatan bukan hanya dilakukan oleh seorang penjahat, 
tetapi dapat dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat. 
Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak 
dilakukan oleh kaum suami terhadap istrinya dengan cara 
memukul atau menampar, menendang, menyiram air panas, 
memaki-maki dengan ucapan yang kotor, dan lain sebagainya.  
Kultur budaya masyarakat yang mengedepankan laki-laki 
dapat dipastikan posisi perempuan bersifat subordinasi terhadap 
laki-laki. Segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap 
perempuan selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, 
karena memang posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. 
Pencegahan kekerasan dilakukan secara terus-menerus dengan 
diberlakukannya sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi 
masalah tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya 
terhadap para istri 
6
. 
Para istri yang menjadi korban kekerasan karena adanya 
ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam 
relasi pasangan perkawinan, keluarga, atau hubungan intim. Dan 
kebanyakan para istri yang menjadi korban kekerasan dalam 
rumah tangga cenderung  diam untuk mempertahankan nilai-nilai 
keharmonisan keluarga tersebut. dan memilih penyelesaian secara 
perdata melalui perceraian dari pada menuntut pelaku tindak 
kekerasan
7
. 
                                                 
5
  Schuler, Margaret A. & Thomas, Doroty Q (penyunting). 2001. Hak 
Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah. Jakarta : Pustaka 
Sinar Harapan. Hal. 46. 
6
 Katjasungkana, Nursyahbani. 2002. Keadilan Hukum Untuk 
Perempuan Korban Kekerasan, Jurnal Perempuan No. 26. Jakarta : Yayasan 
Jurnal Perempuan. Hal.161. 
7 Saraswati, Rika. 2004. Pergeseran Cara Penyelesaian Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga: dari hukum perdata ke hukum publik, Jurnal Politik 
dan Social tahun IV. Salitiga : CV. Renai. Hal. 26-28. 
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Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka 
perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga 
dapat dilakukan secara optimal, di mana banyak pihak yang dapat 
memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah 
tangga, seperti keluarga korban, teman korban, kepolisian, 
relawan pendamping, pembimbing rohani dan lainnya.
8
 
Begitupun dalam hal pemulihan korban kekerasan dalam rumah 
tangga, banyak pihak yang dapat memberikan pelayanan terhadap 
korban seperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan 
pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
9
  
Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara 
khusus mengatur tentang pengayoman yang dapat diberikan oleh 
undang-undang, khususnya terhadap para istri dari perlakuan atau 
tindak pidana yang dapat dilakukan oleh para suami, di samping 
itu juga peranan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam 
memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah 
tangga seperti : 
a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk 
mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; 
b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan 
atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing 
korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan 
kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; 
c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban 
sehingga korban merasa aman didampingi oleh 
pendamping;  
d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis 
dan fisik kepada korban 
 
                                                 
8
 Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
9
 Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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B. Gambaran Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan (istri), yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga. 
Kategori jenis kekerasan dalam rumah tangga  adalah  
kekerasan fisik, kekerasan psikis,  kekerasan seksual,  atau 
penelantaran rumah tangga. Kekerasan  fisik adalah perbuatan 
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi : pemaksaan 
hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 
dalam lingkup rumah tangga tersebut,  pemaksaan hubungan 
seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan 
tertentu. Setiap orang dilarang menelantarkan anggota keluarga 
dalam lingkup rumah tangganya, sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian 
wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan 
kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap 
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam 
atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali 
orang tersebut. 
1. Perlindungan terhadap korban. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban 
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kekerasan dalam rumah tangga  adalah orang yang 
mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam 
lingkup rumah tangga, yang meliputi :
1 
a.  suami, isteri, dan anak; 
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 
dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a 
karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 
pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah 
tangga; dan/atau 
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 
menetap dalam rumah tangga tersebut. 
  2. Kewajiban pemerintah dan masyarakat.  
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan 
kekerasan dalam rumah tangga. Tanggung jawab 
pemerintah tersebut adalah menyangkut hal-hal sebagai 
berikut :
2 
1. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga; 
2. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi 
tentang kekerasan dalam rumah tangga; 
3.  menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang 
kekerasan dalam rumah tangga; dan 
4.  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif 
gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta 
menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang 
sensitif gender. 
Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban 
kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-
masing dapat melakukan upaya : 
a)   penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; 
b) penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan 
pembimbing    rohani; 
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c)  pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja 
sama program 
     pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh 
korban; dan 
d) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, 
keluarga, dan teman  korban. 
 Untuk mewujudkan/ terselenggaranya upaya tersebut di 
atas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kerja 
sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Demikian 
pula dengan setiap orang yang mendengar, melihat, atau 
mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib 
melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya 
untuk :
3 
a.  mencegah berlangsungnya tindak pidana; 
b.  memberikan perlindungan kepada korban; 
c.  memberikan pertolongan darurat; dan 
d.  membantu proses pengajuan permohonan penetapan 
perlindungan. 
 Banyak korban KDRT yang tidak mau melaporkan 
tindakan kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya pada 
pihak berwajib seperti polisi  karena dirasa kurang mendapatkan 
perhatian. Korban lebih nyaman melaporkan dan meminta 
perlindungan pada LSM  yang dalam ini seperti Pusat 
Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) dan biro biro 
hukum. 
Perlindungan hukum termasuk para istri yang banyak 
menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya 
merupakan hak korban yang dijamin dalam Undang Undang 
Nomor 23 Tahun 2004, sebagaimana ketentuan Pasal 10 yang 
mengatur tentang :  
1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau 
pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 
penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. 
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2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, 
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan 
kerahasiaan korban, 
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum 
pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan. 
5. Pelayanan bimbingan rohani.  
 
2. Mekanisme Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga 
 Bermuara pada ketentuan Pasal 15 Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (PKDRT) yang menyebutkan bahwa setiap orang 
yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai 
dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya 
tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, 
memberikan pertolongan darurat dan membantu proses 
pengajuan permohonan penetapan perlindungan maka sudah 
menjadi kewajiban masyarakat dan Negara untuk mencegah 
timbulnya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak 
muncul adanya tindak pidana.  
Adapun mekanisme yang dapat dilakukan oleh seseorang 
yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga 
sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah 
dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : 
1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan 
dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat 
korban berada maupun di tempat kejadian perkara. 
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau  
orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah 
tangga kepada pihak kepolisian, baik di tempat korban 
berada maupun di tempat kejadian perkara. (Pasal 26) 
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3. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat 
dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang 
bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27) 
4. Dalam waktu 1 x 24  jam terhitung sejak mengetahui atau 
menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, 
kepolisian wajib segera memberikan perlindungan 
sementara pada korban. 
5. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud di atas 
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima 
atau ditangani. 
6. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian 
perlindungan sebagaimana dimaksud di atas, kepolisian 
wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari 
pengadilan. (Pasal 16). 
7. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian 
dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja 
sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani 
untuk mendampingi korban. (Pasal 17). 
8. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban 
tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan 
pendampingan.(Pasal 18). 
9. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah 
mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga. (Pasal 19). 
10. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling 
lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat 
diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan 
perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) 
hari sebelum berakhir masa berlakunya. (Pasal 32).  
11. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya 
melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap 
pelaku yang diyakini telah melanggar perintah 
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perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak 
dilakukan di tempat polisi itu bertugas.  
12. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud  
wajib diberikan surat perintah penangkapan dan 
penahanan setelah 1 x 24 jam. Penangguhan penahanan 
tidak berlaku terhadap penahanan tersebut. (Pasal 35). 
Penangkapan dan penahan kepada pelaku yang telah 
melanggar perintah perlindungan dalam perkara KDRT 
berbeda dengan perkara pidana biasa, yaitu : 
a) Dalam penangkapan pelaku KDRT yang melanggar 
perintah perlindungan, kepolisian tidak perlu 
membawa/ memperlihatkan surat perintah 
penangkapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 
(1) KUHAP. 
b) Namun setelah 1 x 24 jam barulah surat perintah 
penangkapan dan penahanan wajib dikeluarkan. Jadi 
dalam perkara KDRT penagkapan dan penahanan 
dilakukan terlebih dahulu, barulah disusul oleh surat 
perintah penagkapan dan penahanan setelah 1 x 24 
jam. 
c) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap 
pelaku KDRT yang melanggar perintah 
perlindungan. 
d) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, 
kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti 
permulaan yang cukup karena telah melanggar 
perintah perlindungan.(Pasal 36 angka 1). 
13. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat 
mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan 
pelanggaran terhadap perintah perlindungan. Dalam hal 
pengadilan mendapatkan laporan tertulis, pelaku 
diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 jam guna 
dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh 
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pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama 
korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi. 
 
Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu 
tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak 
suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi 
kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan
10
.  
Kekerasan bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan atau 
berakibat melukai atau merusak barang, tetapi ancamanpun dapat 
dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Pendapat lain 
mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang 
mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan 
adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam 
memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, 
menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. 
Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan 
yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau 
cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (violence) adalah 
suatu serangan (assault) terhadap fisik manusia maupun integritas 
mental psikologis seseorang. 
 
3. Penerapan Sanksi Pidana Delik Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga Yang Diatur Dalam UU NO. 23 Tahun 2004 
 Sebenarnya (sanksi) pidana hanyalah sebuah alat untuk 
mencapai tujuan penindakan.  Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio 
dalam bukunya Kamus Hukum, pidana adalah hukuman.  Pada 
hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan 
pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan 
masalah tindak pidana
11
.
 
 
Masalah tindak pidana termasuk tindak kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) merupakan masalah kemanusiaan dan 
                                                 
             
10
 Mochammad Anwar  Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, 
Jilid I. Alumni  Bandung. 2006. Hlm. 25. 
11
 Ermina Martha,”Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di 
Indonesia Dan Malaysia”,FH UII Press, Yogyakarta, 2012, 55 
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masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk 
masyarakat. Di mana ada masyarakat, disitu ada hukum. Tindak 
pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat 
itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk 
menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena 
tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya 
dapat dikurangi atau diminimalilis itensitasnya; 
Mardjono Reksodiputro
12
 menjelaskan bahwa tindak pidana 
sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan 
hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal 
ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat 
dipenuhi secara sempurna. Di samping itu, manusia juga 
cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu 
dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari 
perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai 
pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak 
pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan 
pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum hal yang sangat 
penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut 
tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Sudarto berpendapat 
yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja 
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu.  Bila dilihat dari filosofinya, 
hukuman mempunyai arti yang sangat beragam R. Soesilo 
menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” 
dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman 
adalah suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim 
dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-
Undang hukum pidana. 
Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat 
mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat lagi. 
                                                 
12
 Eprints.undip.ac.id/…/1/Bambang_Hariyono.pdfTranslate this page by 
Hariyono, 2009. 
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Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli 
hukum  dikatakan bahwa perkembangan teori pemidanaan 
cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi 
ke belakang ke arah gagasan/ide “membina” yang berorientasi ke 
depan. Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan 
disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam 
masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya 
dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam 
masyarakat
13
.  
Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan 
hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, 
keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. 
Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat, 
setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. 
Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk 
menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan 
masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara 
memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula 
hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan 
sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada 
masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. 
Pembahasan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) eks Wvs dalam teks asli berbahasa 
Belanda menggunakan istilah strafbaar feit dan delict. Kedua 
istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 
sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan 
perUndang-Undangan dengan istilah yang beragam, seperti 
perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-
perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum 
dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum. Tindak 
pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap 
orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat 
                                                 
13
 Bambang Haryanto. Pidana dan Pemindaan. Bahan Kuliah Hukum Pidana. 
Undip Press. Semarang. 2003, hlm. 4-7. 
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melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perUndang-
Undangan
14
. 
Dalam teori hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak 
pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif 
adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu 
kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu unsur objektif adalah 
unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas 
perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, 
sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  Semua unsur 
tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Jika salah satu 
unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa 
dibebaskan oleh pengadilan.  
Menurut Sudarto, syarat-syarat pemidanaan dibedakan 
menjadi dua, yakni syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, 
serta syarat yang berkaitan dengan orangnya atau pelaku. Syarat 
pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan meliputi perbuatan 
yang memenuhi rumusan Undang-Undang, dan bersifat melawan 
hukum (tidak ada alasan pembenar). Sementara itu syarat 
pemidanaan yang berkaitan dengan orang yaitu yang berupa 
kesalahan dengan unsur-unsurnya yang meliputi mampu 
bertanggung jawab dan ada kesengajaan (dolus) atau kealpaan 
(culpa) tidak ada alasan pembenar. Kemudian mengenai tujuan 
pemidanaan, dalam ilmu hukum pidana dikenal tiga macam teori 
tentang tujuan pemidanaan yaitu : 
1. Teori pembalasan (retributive/absolute) Menurut teori ini 
tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau 
pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan 
perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. 
2. Teori relative atau tujuan. Menurut teori ini, penjatuhan 
pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah 
pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri 
maupun oleh orang-orang lain (prevensi khusus dan 
prevensi umum). 
                                                 
14
 Ibid, hlm, 9. 
  99 
 
al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik 
3. Teori gabungan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu 
mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan 
pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas 
pelaku tindak pidana
15
.  
 Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan 
pemidanaan tersebut di atas bertujuan untuk menciptakan 
ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan 
baik antara individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, 
aman, tenteram, tertib dan damai. 
Tentang sanksi pidana dalam pelanggaran Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam Bab VIII 
mulai dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Khusus untuk 
kekerasan KDRT di bidang seksual, (ketentuan Pasal 47 dan 
Pasal 48 Undang-Undang PKDRT, berlaku pidana minimal 5 
tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun 
penjara atau denda antara 12 juta sampai dengan 300 juta rupiah 
atau antara 25 juta sampai dengan 500 juta rupiah.  
Untuk selengkapnya mengenai sanksi pidana terhadap 
pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut adalah : 
1. Kekerasan fisik   
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik 
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam 
pasal 5 UU No. 23 tahun 2004, bahwa kekerasan fisik,di 
pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling 
banyak Rp 15 000.000 (lima belas juta rupiah) . Apabila 
korban jatuh sakit atau luka berat maka diancam hukuman 
penjara 10 tahun penjara atau hukuman denda Rp. 
30.000.000. (tiga puluh juta rupiah). Apabila korban 
meninggal dunia maka pelaku diancam dengan pidana 
penjara 15 tahun atau hukuman denda Rp 45.000.000 
                                                 
15
 Sudarto. KUHAP DAN KUHP. Fokusmedia.IKAPI. Bandung. 2000, hlm. 
19. 
100 
 
  Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2015 
(empat puluh lima juta rupiah). Hal ini telah diatur secara 
tegas dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004.  
2. Kekerasan psikis;  
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis 
dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan hukuman 
penjara paling lama 3 tahun atau hukuman denda paling 
banyak Rp 9.000.000 ( sembilan juta rupiah ).  Dalam hal 
perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan suami 
terhadap isteri, atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, 
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000 (Tiga juta 
rupiah). Ini diatur pada Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004.  
3. Kekerasan seksual  
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a yaitu 
pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 
orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dipidana 
penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 
36.000.000. (Tiga puluh enam juta rupiah). Ini diatur pada 
Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004.  
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam 
rumah tangganya melakukan hubungan seksual 
sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf b yakni pemaksaan 
hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial atau 
untuk tujuan tertentu, dipidana dengan hukuman penjara 
paling sedikit 4 tahun dan paling lama 15 tahun penjara 
atau hukuman denda paling sedikit Rp 12.000.000 (dua 
belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000. (Tiga 
ratus juta rupiah). Ini diatur pada Pasal 47 UU No. 23 
Tahun 2004. 
Dalam hal perbuatan ini mengakibatkan korban mendapat 
luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, 
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atau mengalami gangguan daya pikir, gangguan jiwa 
sekurang kurangnya berlangsung 4 minggu berturut-turut, 
atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin 
dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya 
alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling 
sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, atau 
hukuman denda paling sedikit Rp 25.000.000. (Dua puluh 
lima juta rupiah) dan paling panyak Rp. 500.000.000. 
(Lima ratus juta rupiah) Ini diatur pada Pasal 48 UU No. 23 
Tahun 2004.  
4. Penelantaran rumah Tangga;  
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 
denda paling banyak Rp. 15.000.000. (Lima belas juta 
rupiah) setiap orang yang :  
a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 
tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 
yakni penelantaran rumah tangga padahal menurut 
hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian, 
wajib memberikan kehidupan, perawatan atau 
pemeliharaan kepada orang tersebut. 
b. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 
tangganya, karena kebergantungan ekonomi dengan 
cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang 
layak didalam maupun di luar rumah.  
 
Melihat ancaman hukuman pidana yang digunakan dalam 
Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini 
adalah cukup berat jika dibandingkan dengan ancaman hukuman 
yang ada dalam KUHP. Hal ini membuat penyidik atau penegak 
hukum lainnya lebih memilih menggunakan KUHP dari pada 
menggunakan UU No. 23 Tahun 2004. Mengapa demikian, 
karena penyidik masih menganggap ringan terhadap kasus-kasus 
KDRT. Hal ini seharusnya oleh penyidik tidak dilakukan, karena 
jika mengacu pada teori pemidanaan yang ada, maka pemidanaan 
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itu sendiri mempunyai maksud gabungan antara pembalasan 
maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk 
memperbaiki mentalitas pelaku tindak pidana. 
Selain itu bentuk pemidanaannya bersifat alternatif yakni 
hukuman penjara atau hukuman denda, sehingga tidak mampu 
membuat pelaku jera. Dalam hal kekerasan fisik yang tergolong 
delik biasa sedangkan kekerasan psikis dan seksual merupakan 
delik aduan sangat mempengaruhi jenis hukumannya ini sangat 
menciptakan keragu-raguan bagi penegak hukum terutama 
penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak 
pidana kekerasan dalam rumah tangga.  
Kekerasan fisik, dapat berupa kekerasan fsik berat, sebagai 
akibat adanya penganiayaan berat seperti menendang; memukul, 
menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau 
pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat 
mengakibatkan cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas 
sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka 
yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, 
kehilangan salah satu panca indera, tendapat cacat dan atau 
menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 
minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang 
perempuan dan kematian korban. Sedangkan Kekerasan fisik 
ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan 
perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit 
dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat, melakukan 
repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis 
kekerasan berat. 
Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, 
manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan 
penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi 
sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau 
menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan 
fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa 
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mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau 
beberapa hal berikut : 
1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau 
ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah 
satu atau kesemuanya berat dan atau menahun. 
2. Gangguan stres pasca trauma. 
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh 
atau buta tanpa indikasi medis). 
4. Depresi berat atau destruksi diri 
5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan 
realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik 
lainnya 
6. Bunuh diri 
 Sedangkan kekerasan psikis ringan, berupa tindakan 
pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan 
dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan 
isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau 
menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan 
ekonomis;yang masing-masingnya bisa mengakibatkan 
penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di 
bawah ini: 
1. Ketakutan dan perasaan terteror 
2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak 
3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi 
seksual 
4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, 
gangguan pencernaan tanpa indikasi medis) 
5. Fobia atau depresi temporer 
 Bentuk lain kekerasan dalam rumah tangga adalah 
kekerasan seksual berat, yang dapat berupa :  
1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, 
menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, 
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merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa 
muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan. 
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban 
atau pada saat korban tidak menghendaki. 
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, 
merendahkan dan atau menyakitkan. 
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk 
tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. 
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku 
memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang 
seharusnya dilindungi. 
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau 
tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka,atau 
cedera. 
Sedangkan kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan 
seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, 
siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti 
ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang 
meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban 
bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan 
repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam 
jenis kekerasan seksual berat. 
Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, 
manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa :  
1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif 
termasuk pelacuran. 
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. 
3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan 
korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda 
korban. 
 Kekerasan, apapun bentuknya dan di manapun dilakukan 
sangatlah ditentang oleh setiap orang, tidak dibenarkan oleh 
agama apapun dan dilarang oleh hukum Negara. Khusus 
kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dalam 
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sejarah perjalanan hukum di Negara kita, pengaturannya sempat 
menduduki tempat yang istimewa dalam hukum positif Negara 
kita. Sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2003 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kejahatan yang 
terjadi dalam rumah tangga pengaturannya oleh KUHP masih 
bersifat delik aduan, artinya kejahatan tersebut hanya dapat 
diproses secara hukum manakala ada pengaduan dari pihak yang 
dirugikan.   
Kekerasan itu terjadi umumnya disebabkan karena tidak 
adanya kecocokan antara kedua belah pihak, hilangnya komitmen 
untuk membentuk keluarga yang bahagia sehingga yang kuat 
(umumnya laki-laki) menganggap dirinya lebih berkuasa dan 
melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap istri dan anak. 
Hal ini diperparah karena perundang-undangan tidak memberikan 
peluang kepada pihak yang lemah (umumnya istri dan anak) 
untuk memperjuangkan hak-haknya. 
Keadaan tersebut tidaklah sama setelah diundangkannya 
UU No. 23 Tahun 2004, undang-undang ini telah memberikan 
cahaya yang lebih terang khususnya kepada perempuan dan anak-
anak yang acapkali jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 
Undang-undang ini memberikan jaminan untuk mencegah 
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku 
kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan 
dalam rumah tangga
16
. 
Ada beberapa pertimbangan pemerintah mengundangkan 
UU No. 23 Tahun 2004, diantaranya : 
1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan 
bebas dari segala kekerasan sesuai dengan falsafah 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 
2. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah 
tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan 
                                                 
16
 Febri Yulliani. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Fisip Universitas Riau, 2008, 
hlm. 89. 
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kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 
diskriminasi yang harus dihapus. 
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan 
adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari 
Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas 
dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau 
perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat 
kemanusiaan. 
4. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga 
banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia 
belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan 
dalam rumah tangga 
Jika mengkaji salah satu ketentuan tentang pengenaan 
sanksi pidana terhadap kekerasan (fisik) yang banyak terjadi 
dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Bab VIII, Pasal 
44  UU No. 23 Tahun 2004 : 
1. Kekerasan fisik, dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000 
(lima belas juta rupiah). 
2. Sampai mengakibatkan sakit atau luka berat, pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah). 
3. Mengakibatkan  matinya korban, dengan pidana penjara 
paling lama 15 ( lima belas tahun) atau denda paling 
banyak Rp. 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah ) 
4. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 
atau kegiatan sehari hari (penganiayaan ringan) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau 
denda paling banyak Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah ).  
Maka sanksi tersebut dirasakan sangat efektif dalam upaya 
untuk menghilangkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, 
tinggal bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari khususnya niatan baik intitusi penegak 
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hukum Polisi dalam menangani setiap tindak kekerasan dalam 
rumah tangga dengan menggunakan ketentuan pasal-pasal yang 
ada dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini. 
 
C. Penutup  
1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Pasal 5 adalah : 
a. kekerasan fisik; 
b. kekerasan psikis; 
c. kekerasan seksual; atau 
d. penelantaran rumah tangga. 
2. Sanksi pidana pada delik kekerasan dalam rumah tangga yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah 
berupa pidana penjara dan denda (uang) disesuaikan dengan 
bentuk dan akibat dari tindak kekerasan yang ada 
3. Sanksi pidana dalam penanggulangan delik kekerasan dalam 
rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 sudah sangat efektif, namun dalam 
takaran pelaksanaannya ketentuan pidana ini masih sering 
diabaikan (tidak digunakan). 
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